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Abstrak
BUMN didirikan dan dibentuk karena berbagai alasan baik bersifat ekonomis
maupun nonekonomis. Di negara kita secara legal bentuknya dibedakan antara yang
sepenuhnya beroperasi seperti perusahaan swasta un-tuk mencari laba dan yang
mengandung tujuan lain. Tujuannya berkembang sepanjang waktu dan bervariasi
menurut situasi dan kondisi sosial-ekono-mi serta macam kegiatan usaha, dan
cenderung makin bersifat pragmatis. Karenanya evaluasi kinerja perlu dibedakan
menurut fungsi, tujuan, dasar kendala operasional.
PENDAHULUAN
Banyak teori, argumen maupun alasan mengapa ada BUMN (Badan Usaha Milik
Negara) dalam kehidupan ekonomi, di samping perusahaan swasta. Alasan ini
berkisar di sekitar alasan ideologis, sosialpolifis, dan pragmatis. Berikut ini beberapa
alasan dan argumennya.
a. Alasan Resiko, Mekanisme Pasar, Historis dan Ideologi
Di negara-negara berkembang, ketidakmampuan pihak swasta dalam
menghimpun modal dan manajerial, serta keengganan menghadapi risiko usaha,
menyebabkan pemerintah berperan besar dalam investasi langsung di bidang usaha
guna mendorong pembangunan. Melalui pembentukan BUMN dibangun sektor
ekonomi yang vital dan infrastruktur, diharapkan dapat mendorong investasi oleh
pihak swasta. Dengan melalui rencana pembangunan, secara bertahap pemerintah
menetapkan sektor-sektor yang akan dibangun, dengan tetap memberi kesempatan
dan fasilitas kepada pihak swasta untuk mengadakan investasi dalam rangka
pembangunan ekonomi negara. Dengan demikian, perencanaan ekonomi melengkapi
mekanisme pasar dalam menentukan prioritas pembangunan sektor-sektor tertentu
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dan alokasi sumber daya dengan tidak meletakkan semua perusahaan dalam
pemilikan pemerintah.
Di negara-negara maju, BUMN timbul karena kegagalan mekanisme pasar
dalam mencapai alokasi sumber daya secara optimal. Aliran Neo-klasikal
mengajarkan alokasi sumber daya secara optimal melalui penetapan harga atas dasar
biaya marjinal. Namun adanya monopoli alami cenderung menaikkan harga di atas
biaya marjinal dan tingkat produksi di bawah tingkat optimal sehingga alokasi
sumber daya secara optimal tidak tercapai.
Alasan lain timbulnya BUMN adalah alasan ideologis, di mana sosialisasi
produksi akan menghilangkan eksploitasi satu kelas oleh kelas lain. Pemilikan faktor
produksi oleh negara akan menciptakan masyarakat tanpa ekspoitasi.
Warisan zaman penjajahan menyebabkan pemerintah tidak mem-punyai pilihan lain,
kecuali mengambil alih perusahaan yang sebe-lumnya merupakan milik pemerintah
atau swasta kolonial. Pendekatan ekonomi politik berusaha mengemukakan hubungan
erat antara politik, ekonomi, dan kekuatan sosial dalam hubungan pembentukan
BUMN. BUMN merupakan lembaga politik ekonomi positif dalam keadaan sosial
politik tertentu, yang mampu menciptakan surplus. Secara teoritis, BUMN dimiliki
oleh pemerintah, tetapi dalam kenyataan, pengawasan terletak pada satu atau
beberapa golongan yang mempunyai kekuatan politik melalui partai politik, golongan
birokrat, golongan teknokrat dalam perusahaan, atau kelompok tenaga kerja. Mereka
melakukan pengawasan atas faktor produksi dan pembagian surplus atau keun-
tungan. Persaingan golongan-golongan/kelompok tidak hanya tampak dalam hal
pemilikan, tetapi juga dalam pengawasan operasional, penentuan strategi dan
pembagian surplus. Oleh karena itu, BUMN timbul bukan hanya karena kegagalan
pasar saja, tetapi juga karena adanya kebutuhan sosial-politik dan aktivitas kelompok
kuat yang berkepentingan.
b. Alasan Pragmatls
BUMN merupakan salah satu bentuk alat campur tangan pemerintah dalam
perekonomian, melalui pemilikan dan pengawasan perusahaan. Bentuk lain intervensi
pemerintah adalah melalui subcidi dan perpajakan, serta peraturan-peraturan.
Alternatif mana yang akan di-pilih, tergantung  pada  perbandingan biaya dan
manfaat sosial masing-masing bentuk campur tangan tersebut. BUMN merupakan
salah satu bentuk intervensi pemerintah guna mengatasi kegagalan mekanisme pasar
dalam mencapai alokasi sumber daya secara optimal. Monopoli bukan hanya
menyebabkan "biaya sosial serta alokasi yang salah”, tetapi tidak adanya persaingan
juga menyebabkan biaya yang berlebihan. Manfaat sosial diperoleh karena
pemerintah menetapkan harga yang sama dengan biaya marjinal, sehingga alokasi
sumber dapat tercapai secara optimal; walaupun mungkin BUMN sebagai unit usaha
menderita kerugian, apabila biaya marjinal lebih rendah daripada biaya rata-rata.
Campur tangan pemerintah semacam ini dapat menimbulkan kegagalan organisasi
atau birokrasi, yang disebabkan oleh sistem birokrasi yang lebih menekankan pada
prosedur dan bukan pada kinerja. Karena para pengambil keputusan tidak mempunyai
sikap mengendalikan biaya sehingga menimbulkan inefisiensi yang merupakan biaya
sosial dari campur tangan ini. Tetapi perusahaan swasta juga dapat mengalami
kegagalan organisasi atau manajemen yang akan diperhitungkan dalam penentuan
biaya sosial.
Pembentukan BUMN dapat merupakan kebijakan pragmatis untuk mengatasi
kegagalan mekanisme pasar dalam distribusi sumber daya yang optimal. Menurut
ilmu ekonomi kesejahteraan, alokasi sumber daya yang optimal dikaitkan dengan
"efisiensi Pareto", yaitu suatu ke-adaan di mana tidak seorangpun akan menjadi lebih
baik tanpa mengor-bankan orang lain menjadi lebih buruk. Keadaan ini dicapai
apabila biaya marjinal sosial sama dengan manfaat marjinal sosial atas suatu kegiatan
ekonomi. Kegagalan mekanisme pasar disebabkan karena adanya teknologi biaya
menurun; terbentuknya monopoli atau oligopoli, yang cenderung menyebabkan
penciutan output, kenaikan harga, dan keuntungan yang berlebihan. Di sisi lain,
kemajuan teknologi mening-katkan biaya sosial, karena adanya eksternalitas negatif,
misalnya polusi. Tetapi, ia juga dapat menimbulkan eksternalitas positif yang
meningkatkan manfaat sosial, karena kemajuan teknologi akan menun-jang industri
lain yang menggunakan produknya sebagai input. Kenaikan Diaya sosial atau
manfaat sosial ini tidak diperhitungkan dalam perusahaan swasta, sehingga walaupun
biaya marjinal sama dengan pendapatan marjinal pada perusahaan, tetapi dari segi
masyarakat tidak dihasilkan keseimbangan optimal. Oleh karena itu, diperlukan
campur tangan pemerintah untuk mengoreksi mekanisme pasar.
Campur tangan yang diperlukan secara nasional biasanya berupa investasi
publik yang memerlukan biaya besar, tatapi hasilnya rendah. Hal ini sudah tentu tidak
menarik bagi swasta. Jumlah modal yang terbatas dan belum berkembangnya pasar
modal menyebabkan pihak swasta lebih tertarik pada investasi yang memerlukan
modal tidak terlalu besar dengan tingkat hasil rendah tetapi tingkat kepastiannya
tinggi. Sedang untuk investasi intensif modal dengan teknologi canggih, di mana
dibutuhkan waktu lama untuk memperoleh hasilnya dan dengan pemasaran yang
tidak begitu pasti, harus ditangani oleh pemerintah.
Monopoli dapat terjadi tidak hanya secara alamiah karena kemajuan teknologi,
tetapi juga disebabkan oleh usaha golongan tertentu untuk menguasai pasar. Melalui
kekuatan pasar, mereka dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, membatasi
masuknya perusahaan baru dalam industri, sehingga menimbulkan distorsi pasar.
Karena pasar bersifat sangat interdependen maka distorsi pada satu pasar akan
menyebabkan distorsi pada pasar-pasar lain yang akhirnya akan menyebabkan
penyimpangan biaya marjinal dan manfaat marjinal perusahaan dan masyarakat di
pasar yang tidak mengalami distorsi. Menyadari masalah ini maka pertimbangan
"keseimbangan umum" membenarkan campur tangan, kalau pada pasar yang tidak
terawasi timbul distorsi yang tidak dapat diatasi. Keadaan ini disebut sebagai
penyelesaian  "terbaik kedua".
Salah satu pandangan tentang keberadaan BUMN yang didasarkan pada alasan
pragmatis dengan analisis biaya-manfaat ekonomis karena adanya campur tangan
pemerintah, menghasilkan partisi optimal ke-giatan ekonomi untuk lingkup kegiatan
BUMN, sektor swasta dengan pengaturan, dan lingkup swasta murni tanpa
pengaturan. Hal ini dikemukakan oleh Leroy Jones. Monopoli, eksternalitas, dan
barang publik serta faktor lain yang menyebabkan kegagalan pasar, mendorong cam-
pur tangan pemerintah yang memberi manfaat sosial.
Campur tangan pemerintah melalui pembentukan BUMN tak hanya
menimbulkan manfaat, tetapi juga biaya sosial. Hal ini karena BUMN dimiliki dan
merupakan alat pemerintah, sehingga tidak semua keputusan dilakukan pada tingkat
perusahaan, misalnya keputusan untuk mengadakan investasi. Sistem birokrasi
pemerintahan didasarkan pada keputusan secara berjenjang yang lebih menekankan
pada prosedur, dan bukan pada hasil yang hendak dicapai. Akibatnya timbul
kelambatan pengambilan keputusan, yang tentunya tidak sesuai dengan tuntutan
dunia usaha yang harus mengambil keputusan dan bertindak cepat dalam menghadapi
situasi pasar yang dinamis. Kelambatan pengambilan keputusan investasi akan
menyebabkan hilangnya kesempatan yang menguntungkan, serta menyebabkan
kenaikan biaya. Hal lain yang dapat menimbulkan biaya sosial dari campur tangan
pemerintah adalah kekuatan politik yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu,
yang dapat menekan dan menyebabkan transfer pendapatan dari BUMN kepada
mereka. Seperti diketahui, fungsi transfer pemerintah seperti ini seharusnya bergulir
dari kelompok berpenghasilan tinggi kepada kelompok berpenghasilan rendah. Selain
itu, tak adanya insentif yang terkait dengan evaluasi kinerja BUMN menyebabkan
para manajer/eksekutif tidak mempunyai motivasi menekan biaya dengan bekerja
lebih efisien. Namun demikian, di lain pihak perusahaan swasta pun dapat mengalami
kegagalan manajerial yang disebabkan oleh tidak adanya kesadaran biaya, terutama
dalam posisi monopoli, serta adanya perusahaan keluarga disertai nepotisme, yang
menyebabkan pemborosan.
TUJUAN PEMBENTUKAN BUMN
Sebagai salah satu sarana campur tangan pemerintah dalam perekonomian,
secara umum BUMN dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut :
a) Efisiensi ekonomi, yang meliputi efisiensi alokatif atau ekonomis, efi-siensi
teknologi, dan efisiensi marjinal. Efisiensi alokatif merupakan efisiensi alokasi
sumber daya ekonomi. Efisiensi teknologi adalah hubungan antara output dengan
input pada proses produksi, dengan tingkat teknologi tertentu. Efisiensi marjinal
dalam arti statis adalah kemampuan manajemen mengadakan penghematan.
Sedangkan dalam arti dinamis adalah kemampuan manajemen untuk
memanfaatkan teknologi baru dan kesempatan pasar. Jadi, BUMN bertujuan
mengadakan alokasi sumber daya secara efisien dengan memperhatikan efisiensi
teknis dan efisiensi usaha.
b) Kenaikan kemampuan memperoleh laba. Kemampuan BUMN memperoleh laba
menjadi   penting, karena selain merupakan sumber dana intern perusahaan, laba
juga merupakan sumber pendapatan negara berupa pajak dan bagian laba yang
diterima oleh pemerintah sebagai pemilik.
c) Pemerataan distribusi pendapatan. BUMN merupakan alat pemerintah untuk
mendistribusikan pendapatan melalui kebijakan harga, dengan menjual pada
harga yang lebih rendah daripada biaya, atau dengan melalui keputusan investasi
yang mengabaikan "skala ekonomis", untuk meningkatkan pendapatan riil
golongan tertentu.
d) Tujuan bersifat makro. BUMN sebagai alat campur tangan pemerintah
mempunyai tujuan mendorong dan menciptakan kesempatan kerja, memelihara
keseimbangan neraca pembayaran internasional, mencegah inflasi dan mendorong
pertumbuhan ekonomi.
BUMN merupakan salah satu unsur dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu,
tujuan jangka panjang bersifat makro dalam rangka pembangunan ekonomi nasional
yang akan menjadi pedoman dalam garis kebijakannya. Tujuan makro menjadi tujuan
mikro BUMN pada berbagai sektor ekonomi. Karena BUMN meliputi berbagai
sektor yang interdependen, di mana output satu BUMN merupakan input sektor lain,
maka dalam penentuan garis kabijakan juga harus sistematik. Perumusan pokok-
pokok kebijakan akan memperjelas tujuan dan menyeimbangkan pengawasan, serta
pengarahan oleh pemerintah dengan otonomi dari pimpinan dalam mengambil
keputusan. Hal ini akan mempermudah pencapaian tujuan, di samping faktor lain
yang ikut menentukan, yaitu kemampuan manajemen dan lingkungan usaha BUMN.
LANDASAN HUKUM BUMN
Sampai sekarang, ada 3 peraturan pemerintah di luar peraturan lain peninggalan
zaman kolonial, mengenai perusahaan negara. Salah satunya disusun tahun 1960, di
bawah pernerintahan Orde Lama yang condong ke ekonomi sosialis. Sedangkan dua
lainnya disusun pada era pemerintahan Orde baru. Yang pertama adalah Undang-
undang nomor 19/1960, mengatur cara kerja perusahaan negara. Peraturan ini tidak
membedakan antara per-usahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan,
industri per-kebunan, pertambangan dan pelayanan pubiik. Peraturan kedua, yaitu
peraturan pemerintah nomor 9/1969, mengatur 3 bentuk perusahaan negara, yaitu
Perjan, Perum  dan  Persero. Perjan  adalah sektor terpisah yang memproduksi barang
dan jasa spesifik, tetapi ia harus berfungsi seperti badan usaha di bawah kendali
birokrasi pemerintahan lainnya. Perum mirip Perjan, tetapi mempunyai otonomi lebih
besar daripada Perjan, dan masih di bawah pengawasan pemerintah. Anggarannya
diawasi ketat, dan pemeriksaan tahunan dilakukan oleh Departemen Keuangan.
Persero adalah perusahaan perseroan terbatas yang merupakan sebagian besar atau
seluruh sahamnya miiik negara, tetapi bebas dalam menjalankan perusahaan.
Peraturan pemerintah nomor 12/1969 disusun untuk Persero. Akhirnya, peraturan
pemerintah nomor 3/1983 mengatur secara seksama mengenai pengawasan atas
Perjan, Perum dan Persero.
Ketiga bentuk formal BUMN beserta contohnya masing-masing sebagai berikut.
a) Perjan atau Perusahaan Jawatan. Merupakan lembaga atau badan yang
memproduksi barang dan jasa, tetapi harus beroperasi seperti lembaga-lembaga
pemerintah yang lain. Seluruh dana operasi dan pen-dapatannya termasuk dalam
anggaran belanja pemerintah. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, tetapi
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
b) Perum atau Perusahaan Umum. Menyerupai Perjan tetapi ia mempunyai lebih
banyak otonomi dalam operasionalnya, serta masih di bawah pengawasan
pemerintah sepenuhnya. Anggaran harus dilaporkan dan diperiksa oleh
Departemen Keuangan. Selain melayani kebutuhan masyarakat, Perum   juga
memperoleh keuntungan yang merupakan pendapatan negara. Contohnya Perum
PLN (Perusahaan Listrik Negara), Perum Pegadaian.
c) Persero atau Perusahaan Perseroan Negara. Merupakan perseroan terbatas yang
semua atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, hingga perusahaan
dapat sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah. Seperti halnya perseroan terbatas,
milik swasta, Perum memperoleh keuntungan sebesar-besarnya sebagai
pendapatan negara. Contohnya, bank-bank negara, perusahaan-perusahaan
perkebunan negara.
Peraturan pemerintah nomor 3/1983 mengatur prosedur pengawasan paling lengkap
untuk Perjan, Perum dan Persero. Peraturan ini mengatur manajemen, akuntansi dan
kontrol oleh departemen yang bersangkutan, dan pembentukan Badan Administrasi
Perusahaan Negara, untuk setiap departemen yang bersangkutan. Tetapi tidak ada
tujuan dan sistem yang jelas bagi ketiga jenis perusahaan negara tersebut. Perjan
diberi kewajiban di bidang jasa pubiik tanpa memperoleh keuntungan, dan bersifat
seperti lembaga birokrasi pemerintah lain. Perum yang membawahi kebanyakan
perusahaan pelayanan pubiik, agak samar. Ia bekerja untuk kepentingan masyarakat
tapi diperbolehkan mencari untung. Fungsi Persero lebih jelas, yaitu mencari
keuntungan seperti badan usaha lain. Secara keseluruhan, perusahaan negara
seharusnya mengikuti cara kerja sebagai berikut.
a) Mencari penghasilan dan keuntungan untuk penanaman modal dan se-toran guna
menambah pendapatan pemerintah.
b) Merintis usaha yang dihindari oleh perusahaan swasta atau usaha yang tidak
mampu dilakukan oleh perusahaan swasta karena kekurangan modal, keahlian,
atau karena risikonya terlalu tinggi.
c) Melaksanakan kegiatan usaha dan kegiatan produksi yang memenuhi kebutuhan
masyarakat, serta melengkapi kegiatan usaha swasta dan koperasi.
PERKEMBANGAN BUMN
Pertumbuhan perusahaan negara sangat pesat selama 3 dasawarsa terakhir
sesudah Perang Dunia II, tidak hanya pada negara berkembang. tetapi juga di negara
maju. Hal ini lebih mencolok pada negara berkembang daripada di negara maju,
karena negara berkembang merupakan negara "muda" yang muncul dari zaman
kolonialisme, dan tergugah oleh ketidak-sabaran untuk mengadakan pembangunan.
Peranan negara semakin besar karena pihak swasta dianggap tidak mampu dan tidak
berpengalaman.
Dari negara-negara paling maju di Eropa Barat, hingga negara-negara sosialis,
serta negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, perusahaan
negara tidak hanya ada pada sektor jasa publik, tetapi juga berperan dalam sektor-
sektor ekonomi lainnya. Hal ini terjadi sebagai bagian kebijakan ekonomi pemerintah
untuk turut campur secara langsung. Beberapa penyebabnya adalah, dari segi sejarah.
untuk mempertahankan ekonomi nasional dan kepentingan rakyat serta
mengendalikan sektor-sektor vital, dan secara teoritis untuk menaikkan efisiensi
ekonomi dalam arti mencapai alokasi sumber daya yang  optimal.
Ekonomika Neoklasik mengajarkan tentang alokasi sumber daya secara optimal
dengan menganut prinsip penetapan harga marjinal. Tetapi kegagalan pasar
mengganggu keteraturan proses teoritis ini. Kegagalan pasar seperti adanya monopoli
alami, dan indivisibilitas faktor produksi serta eksternalitas produksi dan konsumsi,
mencegah terjadinya optimisasi seperti itu. Perusahaan negara dianggap sebagai
upaya untuk membetulkan kegagalan pasar dengan cara ikut campur tangan langsung
dalam perekonomian. Tetapi campur tangan seperti itu dapat menghasilkan kegagalan
lain seperti kegagalan birokratis dan administratif yang dapat dipastikan akan terjadi.
Apapun alasan ekonomis untuk campur tangan, kita dapat melihatnya sebagai
masalah optimisasi pendayagunaan sumber daya dengan pengaturan-pengaturan.
Dalam sistem ekonomi semi-kapitalis, analisis keseimbangan parsial satu atau
sejumlah sektor pelayanan publik dapat dilakukan dengan cara menilai efisiensinya,
dalam arti pencapaian optimisasi yang dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang
ada.
Biasanya, kegiatan perusahaan negara adalah di bidang pelayanan publik, dan
berkembang pesat mencakup sektor-sektor ekonomi lain. Proses ini dapat membesar
atau mengecil karena alasan ideologi, politis, dan pragmatis. Perusahaan negara
dalam perekonomian sosialis mencakup bagian sektor-sektor lain yang lebih luas
dibanding dengan dalam perekonomian negara semi-kapitalis berdasar mekanisme
pasar. Tetapi penyelesaiannya condong lebih mengarah ke pragmatis.
Secara kronologis, di Indonesia perusahaan negara berkembang menuju
pragmatis. Pada awal kemerdekaan, perusahaan negara hanya bergerak di sektor
pelayanan publik, sebagai akibat dari nasionalisasi dan pengambil-alihan dari
pemerintah kolonial. Selama periode "demokrasi terpimpin" di bawah Presiden
Soekarno yang condong ke arah sosialisme, perusahaan negara merambah ke sektor-
sektor lain yang lebih luas. Kegagalan manajemen dan pelaksanaan kebijakan
ekonomi, ditambah ketidakstabilan politik di dalam dan luar negeri, menyebabkan
hampir terjadi kebangkrutan  onomi.
Selama pemerintah Orde Baru sejak tahun 1969 sampai sekarang, peranan
perusahaan negara dalam perekonomian telah dikurangi. Tujuan dan pertimbangan
efisiensi ekonomi mengarah ke kebijakan ini, karena kinerja beberapa perusahaan
negara yang kurang efisien. Peranan lebih luas diberikan kepada sektor swasta untuk
menaikkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Hanya pada sektor-sektor vital,
seperti minyak dan pertambangan lain, sektor-sektor yang secara historis terbang
banyak berperan dalam perolehan pendapatan devisa luar negeri; juga pada badan-
badan usaha seperti semen, pupuk, industri pesawat terbang, pembangunan kapal dan
Iain-Iain, perusahaan negara berperan besar. Hal ini disebabkan karena sektor swasta
kekurangan modal, keahlian dan pengaiaman untuk mengeloia sektor pelayanan
publik yang pada waktu ini masih sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Tabel 1
menunjukkan rekapitulasi perkembangan status BUMN pada tahun 1990.
Cikal bakal BUMN sesungguhnya sudah ada dan bermula sejak zaman kolonial
yaitu perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh sektor pemerintah,
kotapraja maupun pemerintah kolonial Belanda. Mereka lebih banyak bergerak di
bidang pelayanan publik. Adapula jenis BUMN yang lebih cenderung bekerja sebagai
lembaga pelayanan pemerintahan, dan relatif lebih banyak mendapat otonomi secara
finansial dalam mengelola usahanya.
Tabel 2 menunjukkan gambaran perkembangan BUMN di Indonesia, yang
meliputi transfer kekuasaan dan pembentukannya, aliran kapital dan investasi
internasional, perkembangan sektor usaha, hubungan dengan sektor swasta dan
lapangan kegiatan, tujuan dan prinsip kerja, serta contoh tipikal. Gambaran
perkembangan (ersebut didasarkan pada tiga tipe penggolongan secara hukum yang
sekarang dianut dan berlaku, yailu Perjan, Perum dan Persero. Dua kelompok yang
pertama umumnya mencakup bidang kegiatan pelayanan publik. Sedangkan yang
ketiga merupakan kegiatan di berbagai sektor, yang banyak dikerjakan sektor swasta.
Pada kelompok Perjan, umumnya merupakan hasil nasionalisasi secara bertahap
ataupun sekaligus, dan transfer kekuasaan dari pemerintah kolonial. Investasi
perluasannya berasal dari dana pemerintah, maupun dari lembaga-lembaga keuangan
pemberi  pinjaman internasional yang dilakukan dengan jaminan pemerintah.
Perkembangan sektor usaha pada umumnya konstan, karena tak ada pendirian atau
pembentukan perusahaan baru dan hanya mengoperasikan yang lama dan sudah ada.
Sesuai dengan fungsinya sebagai industri pelayanan publik, keuntungan finansial
tidak merupakan tujuan utama. Tekanan lebih banyak diberikan pada tujuan-tujuan
sosial ekonomi lain. Karena itu, harga atas pelayanan ditetapkan cukup "rendah", dan
ini selanjutnya mengandung unsur subsidi kepada sektor swasta dan kelompok
konsumen tertentu. Hal semacam ini banyak dihubungkan dengan tujuan pemerataan
pendapatan dan pelayanan. Contoh tipikal dalam hal ini adalah pelayanan pos dan
giro serta angkutan dengan kereta api. Industrinya lebih bersifat monopoli atau
oligopoli.
Pada kelompok Perum, pembentukannya berasal dari nasionalisasi bertahap
mengikuti perkembangan situasi politik. Investasi perluasan berasal dari dana
pemerintah, lembaga-lembaga pemberi pinjaman internasional, dan dari lembaga
keuangan swasta internasional. Perkembangan sektor usahanya konstan dan lamban
selama periods pemerintahan Orde Lama, dan kemudian cukup cepat selama periode
Orde Baru, karena tambahan perluasan investasi dan pembenahan manajemen
operasi. Harga produknya rendah, sehingga ada subsidi moderat kepada sektor swasta
dan para konsumen. Tujuan usaha bersifat sosial-ekonomi, dengan kemungkinan
penciptaan surplus usaha. Contoh tipikalnya adalah pembangkit dan penyalur tenaga
listrik berskala besar dan menengah. Industrinya bersifat sebagian monopoli atau
oligopoli.
Pada kelompok Persero, sebagian dari kelompok ini berasal dari nasionalisasi
perusahaan-perusahaan swasta asing karena alasan politik, dan sebagian lagi
merupakan perusahaan baru yang didirikan berdasarkan alasan ekonomis. Dana
investasinya berasal dari pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri.
Penetapan harga mendekati harga pasar.
Tujuan serta prinsip kerja lebih mendekati usaha swasta, yaitu untuk
nemperoleh keuntungan, di samping tujuan-tujuan lainnya. Contoh tipikal BUMN
kelompok ini adalah di bidang usaha perkebunan, perdagangan, industri dan
perbankan. Semuanya berskala besar dan menengah.
ALUR ANALISIS DAN EVALUASI BUMN
Skema 1  menunjukkan diagram aliran analisis dan evaiuasi BUMN berdasarkan
pedoman dan prinsip bahwa tujuan usahanya adalah memak-simumkan kesejahteraan
masyarakat dengan kendala kebijakan pemerintah. Seperti diketahui, BUMN
merupakan salah satu alat intervensi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu yang merupakan tujuan sosial-ekonomis. Ini merupakan salah satu kendala
bagi operasi BUMN, terutama dalam usaha memperoleh surplus, guna membiayai
perluasan serta menjaga kelangsungan usaha. Bagaimanapun juga, BUMN tetap
merupakan suatu badan usaha yang tunduk pada prinsip-prinsip bisnis pada
umumnya. Kendala ini harus dikompensasi dengan subsidi implisit maupun eksplisit
yang harus diberikan oleh pemerintah. Dilihat dari segi ini, keuntungan bukan
merupakan kriteria penilaian atas kinerja BUMN. Di samping itu, keuntungan
akuntansi bersifat "artifisial", terutama bila harga-harga input maupun output
(produk) BUMN ditentukan oleh pemerintah, menyimpang dari harga yang
ditentukan oleh interaksi kekuatan-kekuatan pasar.
Hal lain yang juga merupakan kendala adalah subsistem ideologi dan politik
serta aparat birokrasi, organisasi dan manajemen. Kedua hal ter-akhir merupakan
konsekuensi dari hakikat BUMN, yang bagaimanapun juga mempunyai ikatan erat
dengan pemerintah beserta subsistem, ideologi dan politik yang dianut. Keterikatan
BUMN dengan aparat birokrasi menye-babkan banyaknya campur tangan mereka
atas kebijakan dan operasi BUMN. Karena itu, kriteria evaiuasi-terhadap BUMN
tidak didasarkan pada akuntansi kinerja perusahaan konvensional, tetapi pada
akuntansi sosial yang mempertimbangkan juga efek lain BUMN tersebut. Dalam
nns»mperhitungkan hal-hal ini, harga-harga yang dipakai dalam penghitungan
bukanlah harga pasar aktual, tetapi digunakan harga bayangan yang mencerminkan
peng-gunaan sumber-sumber secara riil.
Skema 1
Diagram Aliran Analisis dan Evaluasi BUMN
Seperti telah dikemukakan, BUMN sebagai alat campur tangan pemerintah
mempunyai tujuan nonkomersial, di samping tujuan komersial. Tujuan nonkomersial,
merupakan kendala yang hams dihadapi BUMN dalam usaha mencapai tujuan
komersial. Perimbangan tujuan komersial dan tujuan nonkomersial di antara BUMN
tidak sama, sehingga sektor BUMN akan terbagi dua, yaitu BUMN yang mempunyai
tujuan komersial tinggi dengan tujuan nonkomersial rendah, dan BUMN yang
mempunyai tujuan komersiai rendah dengan tujuan-tujuan nonkomersial tinggi.
KASUS PERTAMA: PERUMKA
Perumka dan Campur Tangan Ekonomi oleh Pemerintah
Peranan dan campur tangan pemerintah di bidang ekonomi dapaf mengambil
berbagai bentuk, dari yang berupa pengaturan sampai yang berupa pengendalian dan
pemilikan langsung atas suatu sektor kegiatan ekonomi, yaitu BUMN yang mengelola
pelayanan publik. Ini merupakan implikasi utama dari bentuk terakhir yang telah
disebutkan. Hal ini mungkin juga dipertimbangkan sebagai bagian dari proses
perencanaan dalam perekonomian bersistem campuran. Pemerintah, dalam hal ini
lembaga perencana serta lembaga-lembaga administratif lain, melaksanakan
kebijakan investasi, penetapan harga dan kebijakan-kebijakan ekonomi lain, untuk
mencapai tujuan yang akan dicapai secara lebih langsung. Ini merupakan pelengkap
bagi fungsi perencanaan secara tak langsung, melalui kegiatan sektor swasta yang
mungkin dapat dilaksanakan dan dicapai melalui pengaturan, pemajakan, pemberian
subsidi dan beberapa bentuk rangsangan lain.
Tak dapat dipungkiri, peranan pemerintah di bidang ekonomi sangat Buas dan
penting. Pengendalian dan pemilikan penuh atas Perumka mencerminkan salah satu
dari berbagai cara melaksanakan perencanaan dan kebijakannya. Siapapun yang
mengendalikan dan memiliki Perumka sebagai satu-satunya perusahaan angkutan
kereta api, harus mengoperasikannya secara efisien, untuk mengalokasikan dan
menggunakan sumber-sumber yang terbatas jumlahnya secara optimal. Dengan
metode ini, masyarakat akan dapat mencapai manfaat optimal.
Beberapa alasan mengapa pemerintah menetapkan Perumka sebagai BUMN
sebagai berikut.
a) Secara historis Perumka merupakan hasil nasionalisasi perusahaan-perusahaan
kereta api swasta bekas milik Belanda.
b) Kelangkaan kapital menyebabkan lembaga swasta tidak mampu atau berminat
mengadakan investasi yang harus dilaksanakan dalam jumlah besar di sektor
jaringan rel dan perlengkapannya, loko dan gerbong yang memberikan skala
ekonomis yang besar. Mereka tidak mampu menghimpun kapital dalam jumlah
besar, dan mereka juga tidak mempunyai cukup hubungan dengan sumber-sumber
dana pinjaman di luar negeri. Tingkat pengetahuan teknis termasuk kemampuan
manajemen serta organisasi tidak memadai untuk mengoperasikan investasi
dalam jumlah besar di sektor ini.
c) Karena industri kereta api dipertimbangkan sebagai sektor vital bagi konsumen
dan para pemakai jasa angkutan untuk industri dan manufaktur, maka Perumka
haruslah dimiliki dan dikendalikan oleh negara, dan tidak oleh swasta, untuk
melindungi kepentingan konsumen. Argumen ini merupakan interpretasi langsung
dari pasal 33 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945. Alasan terakhir ini membuatnya
secara politis tidak mungkin menempatkan Perumka di bawah manajemen,
pengawasan dan pemilikan swasta, meskipun terdapat argumen sebaliknya,
bahwa hal ini akan memperbaiki efisiensi operasional. Karena itu, faktor
pengendalian dan pemilikan bisa dipertimbangkan sebagai kendala kebijakan dari
tujuan optimisasi.
Tujuan Efisiensi, Dlstrlbusl dan Tujuan Lain
Tujuan umum masyarakat perekonomian adalah untuk menggunakan sumber
milik mereka yang terbatas jumlahnya secara efisien, dan mengalokasikan
sedemikian rupa hingga mencapai optimal bagi masyarakat. Kondisi historis dan
politis sangat menentukan keputusan-keputusan yang mungkin sebagian atau
seluruhnya dibuat oleh sektor pemerintah atau sektor swasta. llmu ekonomi neoklasi
menyimpulkan, bila semua kondisi pasar industri persaingan murni dipenuhi yaitu
divisibilitas sumber-sumber yang digunakan, tak ada ekternalitas barang publik, dan
tak ada industri dengan biaya menurun; maka masyarakat akan mencapai tingkat
kesejahteraan optimal Pareto, bila harga semua komoditi ditetapkan sebesar biaya
marjinal. Tak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menyebabkan prinsip harga biaya
marjinal gagal mencapai hasil ideal. Tetapi dalam analisis keseimbangan parsial,
beberapa penyesuaian perlu dilakukan untuk membuat berlakunya prinsip harga biaya
marjinal, dengan menetapkan kendala-kendala tertentu dalam dunia nyata. Namun
optimalitas ini hanya merupakan salah satu dari berbagai tujuan yang hendak dicapai.
la tidak menyatakan apa-apa tentang distribusi pendapatan.
Perum industri angkutan kereta api mempunyai karakteristik sebagai suatu
investasi besar dan "nondivisible", dan juga bersifat biaya menurun. Penerapan
prinsip harga biaya marjinal akan menghasilkan kerugian finansial, tergantung pada
apa yang dimaksudkan dengan konsep atau prinsip biaya marjinal. Dalam konsep
biaya marjinal statis, kerugian finansial akan diderita bila biaya marjinal berada di
bawah atau lebih kecil daripada biaya rata-rata. Konsep biaya marjinal dinamis dilihat
kedepan dapat menyelesaikan ketidakkonsistenan ini. Kriteria profitabilitas gagal bila
digunakan sebagai petunjuk pengukuran efisiensi.  Seperti telah ditetapkan oleh
pemerintah, Perumka mempunyai tujuan-tujuan lain yang harus dicapai. seperti
misalnya untuk mendorong pertumbuhan, mencapai pemerataan pendapatan,
mengendalikan sektor kegiatan ekonomi yang vital, dan melindungi kepentingan
masyarakat.
Karena penerapan prinsip harga biaya marjinal bisa menyebabkan kerugian
finansial, hal ini dapat diatasi dengan pemilikan, pengendalian dan subsidi
pemerintah. Dalam kasus perusahaan swasta, penetapan tarif dua bagian dapat
menyelesaikan masalah ini. Pemerintah juga mempunyai beberapa tujuan
nonekonomis dengan menetapkan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada
biaya marjinalnya, yang mungkin dapat mencip-takan kerugian atau surplus finansial.
Dalam banyak kasus, hal yang pertama sering terjadi. Meskipun kebijakan
pemerintah telah sering diubah untuk menanggapi berbagai rekomendasi dari hasil
studi, dalam jangka pendek tak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah kebijakan
dan tujuan pemerintah. Maka lupakan saja ids mencapai efisiensi ekonomi yang
"terbaik pertama" (first best). Meskipun tanpa intervensi pemerintah secara lang-sung
maupun tak langsung, penetapan harga biaya marjinal mungkin gagal mencapai
tingkat output ideal karena adanya kegagalan pasar. Pemilikan Perumka oleh
pemerintah dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk mengatasi hal ini. Tetapi
pemerintah mempunyai tujuan-tujuan lain yang mungkin menyimpang dari tujuan
mencapai tingkat output ideal. Kita bisa melihat hal ini sebagai masalah pencapaian
penyelesaian "terbaik kedua" (second best). Dalam skenario seperti ini, kita berusaha
menyelesaikan masalah optimisasi dengan kendala yang dibebankan oleh kondisi
sosial politik.
Karena pemerintah menentukan harga dan besarnya investasi yang selanjutnya
akan menentukan tingkat output yang mungkin menyimpang dari tingkat ideal, maka
titik perhatian beralih pada bagaimana cara yang paling efisien untuk mencapainya.
Dengan kata lain, masalahnya adalah bagaimana meminimalkan kebutuhan investasi
sebagai masalah rekayasa dan manajerial. Kinerja Perumka harus dinilai berdasarkan
atas kriteria tersebut, dan tidak berdasarkan kriteria keuntungan atau surplus yang
diperoleh. Tidak juga pada sejauh mana pencapaian atas tujuan tingkat output ideal
"terbaik pertama" melalui penaksiran besarnya "kerugian bobot mati" (deadweight
loss) dalam analisis keseimbangan parsial. Meskipun, penyelesaian "terbaik pertama"
masih berguna dalam menentukan biaya ekonomis untuk mencapai tujuan-tujuan lain
tersebut.
Analisis industri angkutan kereta api seyogyanya dipisahkan menjadi dua
bagian. Pada tingkat makro, pemerintah terikat pada tujuan yang harus dicapainya,
yaitu pertumbuhan atau efisiensi, dan pemerataan serta tujuan-tujuan lain melalui
pengendalian dan pemilikan Perumka. Pertentangan pilihan (trade off) antara efisiensi
dan pemerataan dijumpai dalam meru-muskan kebijakan, dan optimisasi dapat
dilaksanakan di antara dua pilihan yang bertentangan ini. Perbandingan berbagai
pilihan kebijakan sebagai hasil pencapaian efisiensi yang dinyatakan dalam kerugian
bobot mati dan pemerataan dapat dilakukan. Selanjutnya suatu bobot dapat ditetapkan
hingga pilihan optimal bisa dilakukan.
Untuk tujuan di.stributif (pemerataan) perlu dibedakan dua pengertian, yaitu
pemerataan bagi seluruh masyarakat sebagai keseluruhanatau "pemerataan
menyeluruh", dan pemerataan bagi para pembeli pemakai saja, atau "pemerataan
internal". Penetapan dan pengenaan tarif yang berbeda untuk berbagai kelompok
konsumen menurut tingkat pendapatan mereka tetapi masih di bawah harga optimal,
menyebabkan subsidi harus diberikan dengan tujuan memeratakan distribusi
pendapatan. Hal ini merupakan pemerataan di antara berbagai pemakai jasa angkutan
Perumka. Pemerataan yang pertama tidak terpengaruh oleh pensubsidian semacam
ini, karena sebagian besar rakyat bukan merupakan pemakai jasa angkutan konsumen
Perumka.
Sesudah menetapkan dan mendefinisikan tujuan-tujuan secara jelas, pemerintah
meialui Departemen Perhubungan, dapat merundingkan dan menginstruksikan
Perumka untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan tersebut dengan biaya
ekonomis terendah. Karena dalam hal investasi, harga dan keputusan-ksputusan
manajemen sampai sejauh tertentu, berada di bawah kendali pemerintah, fungsi
Perumka menjadi hanya sebagai lembaga yang mengoperasikan fasilitas angkutan
kereta api untuk meminimumkan biaya operasi. Sehingga keuntungan sukar
diharapkan dan kemung-kinan besar diperoleh kerugian. Tugas Perumka menjadi
meminimalkan kerugian pada tingkat volume jasa angkutan pada harga yang
ditetapkan.
KASUS KEDUA: PERTAMINA
Sebagai BUMN besar, Pertamina merupakan BUMN pengelola monopolis
sektor minyak dan gas bumi di Indonesia. Alasan utama yang secara umum
dikemukakan akan penguasaan dan pengeiolaan sektor minyak dan gas bumi oleh
Pertamina, adalah pasal 33 UUD 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa bumi, air dan
kekayaan yang terkandung di dalamnya menjadi milik negara dan digunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Skema 2 mencoba menggambarkan pola
manajemen operasional BUMN pada kasus Pertamina.
Pertamina yang bergerak di bidang usaha dan menguasai sektor energi minyak
dan gas bumi, beserta bidang-bidang usaha diversifikasinya, mempunyai dua aspek
ekonomi, yaitu mikro keuangan perusahaan dan makro pembangunan. Secara
keseluruhan, manajemen sektor minyak dan gas bumi harus Hidasarkan pada
perumusan pilihan skenario dan penerapannya di dua aspek ekonomi tersebut.
Skema 2
Alur Manajemen Kasus Pola Pertamina
Aspek mikro keuangan perusahaan meliputi segi keuntungan/pembentukan
dana, fiskal dan devisa. Sedangkan aspek ekonomi makro pembangunan meliputi segi
pemerataan, agen pembangunan dan sektor strategis/politis. Segi
keuntungan/pembentukan dana meliputi upaya untuk mengelola sektor ini secara
efisien, sehingga dapat diperoleh keuntungan berupa sisa hasil usaha, dan
pembentukan dana. Pada segi fiskal, sektor energi minyak dan gas bumi merupakan
sumber penerimaan negara yang utama. Demikian pula sektor ini menjadi sumber
penerimaan devisa utama yang dipemleh dari hasil ekspornya.
Segi mikro keuangan perusahaan dipengaruhi dan tergantung pada ling-kungan
bisnis yang dihadapi, baik lingkungan bisnis domestik maupun inter-nasional. Pada
lingkungan bisnis domestik, dewasa ini dihadapkan pada situ-asi deregulasi ekonomi,
di mana untuk menjalankan fungsi mikro keuangan-nya Pertamina didorong
mengadakan diversifikasi usaha serta meningkat-kan efisiensi kerja/ekonomi,
rnisalnya di bidang industri petrokimia ataupun di sektor dan bidang usaha lain yang
memungkinkan dan mempunyai prospek baik. Di bidang mobilisasi dana pembiayaan
domestik, deregulasi di bidang lembaga-lembaga keuangan dan pembiayaan
memberikan ke-mungkinan selanjutnya di masa depan untuk memobilisasi dana
pembiayaan investasi jangka panjang melalui pasar modal.
Pada lingkungan bisnis internasional, terdapat kemungkinan memper-luas usaha,
dan aktif di bidang perdagangan minyak bumi di pasar internasional, menetapkan
strategi harga minyak bumi internasional, serta upaya lebih intensif untuk menarik
dana investasi luar negeri ke sektor energi minyak dan gas bumi. Dua hal pertama
lebih bersifat usaha jangka pendek, sedangkan yang terakhir merupakan usaha jangka
panjang.
Dari aspek makro pembangunan baik berupa pemerataan, sebagai agen
pembangunan, serta sebagai pengefola sektor ekonomi strategis/politis, hal-hal
tersebut menyangkut pemberian subsidi, penetapan harga energi yang rendah,
investasi dana pembiayaan secara khusus, dengan mengabaikan pertimbangan
finansial. Dua aspek mikro dan makro perusahaan mengundang konflik. Misalnya,
dalam penetapan harga BBM. Untuk memenuhi tujuan segi pemerataan diperlukan
penetapan harga yang lebih rendah daripada biaya produksi marjinal. Akibatnya,
diperlukan subsidi finansial maupun transfer ekonomis. Dua aspek yang nampak
bertentangan tersebut menyebabkan evaluasi terhadap kinerjanya sulit dilakukan
secara keseluruhan. Hal ini menjurus pada perlunya pemisahan evaluasi kinerja
secara terpisah atas dua aspeknya masing-masing.
KESIMPULAN
Di hampir semua negara di dunia dijumpai BUMN (Badan Usaha Milik Negara),
dan demikian pula di negara kita. Berbagai alasan dikemukakan mulai dari alasan
risiko, pemerataan, historis, politis, dan pragmatis. Alasan risiko dan kemampuan
manajerial merupakan sebab adanya BUMN karena sektor swasta dianggap tidak bisa
melaksanakan. Alasan pemerataan karena pemerintah bertanggung jawab atas
kesejahteraan warganya yang lemah dan miskin, alasan historis karena warisan lama,
dan alasan politis karena menyangkut sektor strategis dan kemungkinan adanya
tekanan kepentingan dari kelompok politik yang kuat. Sedangkan alasan pragmatis
didasarkan pada pertimbangan biaya dan manfaat ekonomis campur tangan
pemerintah di bidang ekonomi berupa BUMN.
Tujuan BUMN meliputi upaya menaikkan efisiensi ekonomis maupun
teknologi, menaikkan kemampuan memperoleh laba, pemerataan distribusi
pendapatan, serta tujuan bersifat ekonomi makro.
Pertumbuhan BUMN cukup cepat pada waktu terjadi nasionalisasi perusahaan
Belanda dan asing lain segera sesudah kemerdekaan dan juga kemudian pada waktu
memuncaknya perjuangan pembebasan wilayah Irian Barat. Beberapa perusahaan
negara yang baru juga didirikan untuk tujuan tertentu. Kapital berasal dari pemerintah
dan sebagian dari pinjaman lembaga-lembaga keuangan internasional. Perkembangan
Perjan boleh dikatakan tetap saja, Perum perkembangannya lambat selama masa
pemerintahan Orde Lama dan kemudian cepat pada masa Orde Baru, sedangkan
Persero mengalami perkembangan cukup pesat.
Tujuan ganda berupa tujuan komersial dan sebagai agen pembangunan serta
tujuan pemerataan yang merupakan misi BUMN menyebabkan sulit untuk
mengadakan evaluasi terhadap BUMN. Penentuan harga rendah atas out-putnya oleh
pemerintah membuat evaluasi finansial sulit dilakukan. Mereka menghadapi kendala
eksternal maupun internal berupa subsistem ideologi-politik, tujuan sosial ekonomi,
serta aparat birokrasi dan manajemen, dan hams mengadakan optimisasi dengan
kendala tersebut yang melibatkan pemberian subsidi implisit maupun eksplisit.
Merekapun berusaha memperoleh surplus usaha. Karena itu kriteria evaluasi harus
merupakan akuntansi sosial berdasar harga bayangan.
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